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Abstrak
 

Penelitian tesis ini akan membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa

(PKTD) oleh pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan PermendesPDTT Nomor 16 Tahun

2018, yang mewajibkan desa untuk memenuhi alokasi minimal 30% dari APBDesa untuk pembayaran upah

pekerja, dilakukan secara swakelola, dengan sasaran utama pengangguran, setengah pengangguran, rumah

tangga miskin, dan keluarga Stunting. Dalam pelaksanaannya, praktik tata kelola PKTD oleh pemerintahan

desa mulai proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan belum berjalan baik dan efektif dengan

dinamika masyarakat desa yang sangat beragam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,

dengan jenis dan bahan data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, literatur, laporan hasil

penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan informan/narasumber pada beberapa lokasi penelitian di

beberapa desa. Setidaknya ada tiga unsur yang sangat memengaruhi proses implementasi PKTD di beberapa

wilayah desa, antara lain peran aktor dalam implementasi PKTD, mekanisme implementasi program yang

dilaksanakan, dan penetapan target sasaran utama program. Pada beberapa desa tidak semua desa memenuhi

ketentuan minimal 30% pada APBDesanya, mekanisme penetapan sasaran utama pekerja masih didominasi

kepala desa, namun semua desa merasa puas karena upah langsung dirasakan masyarakat. Sebagai perbaikan

program PKTD kedepan, pemerintah sebaiknya tidak perlu mematok anggaran minimal 30% APBDesa,

penentuan sasaran PKTD sebaiknya hanya untuk posisi pekerja, dan penetapan sasaran PKTD dilaksanakan

melalui musyawarah desa.

......This thesis research will discuss the implementation and implementation of the Village Cash for Work

(PKTD) Program by the village as stipulated in the provisions of PermendesPDTT Number 16 og 2918,

which obliges villages to fulfill a minimum allocation of 30% of the APBDesa for payment of worker

wages, PKTD is being carried out independently, with the main targets of unemployment,

underemployment, poor households, and stunting families. The implementation of PKTD by the village

government which start from the budgetting, implementation, and reporting processes, have not yet gone

well and effective with the dynamics of villages and village communities that are very diverse. This research

is a normative juridical research, with the types and data materias used ara statutory regulations, literature,

field research reports and interviews with informants/resource persons at several research locations in

several villages. There are at least three elements that greatly influence the PKTD implementation process

ini several village areas, including the role of actors in PKTD implementation, the program implementation

mechanism being implemented, and the determination of the main target of the program. In some villages,

not all villages met the minimum 30% requirement in their APBDesa and the main target setting mechanism
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for workers was still dominated by the village head. However, all villages were satisfied because the

community felt the wages immediately. As an improvement in The PKTD program in the future, the

government should not need to set a minimum budget of 30% of the Village Budget, PKTD targetting

should only be for the position of workers, and PKTD targetting is carried out through village meetings.


